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Di tengah eradesentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam
APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian
Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75
persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total danatugas
pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih
digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah
daerah. Walau dalam Undang-Undang N0.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat
tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan mel aksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun
2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai
penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan
kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pel aksanaan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

In the midst of decentralization erain Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds
in APBN (Nationa Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of
total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and
co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheriesin Fiscal Year of 2012, based on
compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and
assessment based on the division of authority between the central government and local government
obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration
fund and Rp913.449 hillion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget
alocation of the Marine Affairs and Fisheriesin 2012 turned out to be used to implement programs and
activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that
deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK
(Specia Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted
this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that
do not fit itsuse is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the
understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and
coadministration in Indonesia.
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